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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil perbandingan pemutusan hubungan kerja 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perbandingan prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukan 

perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagkerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 

2020 tentang Cipta Kerja yaitu pada Undang-Undang 

Ketenagakerjaan PHK hanya bisa diputuskan sesudah adanya 

penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial. Jika PHK diputuskan tanpa penetapan, maka PHK batal 

demi hukum. Sedangkan pada Undang-Undang Cipta Kerja 

pengusaha bisa melakukan PHK melalui pemberitahuan, PHK 

sesudah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, PHK 

sesudah diberikan surat peringatan pertama dan terakhir, dan PHK 

langsung kepada pekerja/buruh atau tanpa pemberitahuan. 

Berdasarkan perbandingan prosedur PHK dari kedua undang-undang 

tersebut maka PHK berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan 

menguntungkan pekerja/buruh sebab ketika melakukan PHK 

perusahaan harus melakukan prosedur yang panjang karena harus 

melalui lembaga penyelesaian perselisihan industrial, jika tidak 
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adanya penetapan maka PHK bakalan batal demi hukum. Sedangkan 

didalam Undang-Undang Cipta Kerja sangat merugikan 

pekerja/buruh karena perusahaan bisa saja kapan mau PHK pekerja 

sebab perusahaan tidak perlu melakukan proses yang panjang sampai 

dengan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

terlebih dahulu dan PHK tanpa adanya penetapan dari lebaga 

perselidihan hubungan industrial tidak akan batal demi hukum. 

2. Perbedaan hak-hak yang diterima pekerja setelah dilakukan PHK 

berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-

Undang Cipta Kerja dapat dilihat dari jumlah uang pesangon, uang 

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang diterima oleh 

pekerja/buruh setelah PHK dari kedua undang-undang tersebut. 

Perbedaan dari hak-hak tersebut bisa dipandang dari kedua belah 

pihak baik dari pekerja/buruh maupun dari pihak pengusaha. 

Walaupun demikan, seharusnya hak-hak yang didapatkan 

pekerja/buruh setelah di PHK hendaknya tidak merugikan pihak 

pekerja/buruh sebab pekerja/buruh merupakan pihak yang lemah 

posisinya jika dibandingkan dengan pihak pengusaha. 

Berdasarkan perbedaan hak-hak yang didapatkan pekerja/buruh 

setelah di PHK dari kedua undang-undang tersebut maka Undang-

Undang Ketenagakerjaan lebih menguntungkan pekerja/buruh sebab 

tidak ada hak-hak yang diperkecil atau dikurangi jumlah 

ketentuannta. Sedangkan hak-hak yang didapatkan pekerja/buruh 

berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja merugikan pekerja/buruh 
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sebab ada hak-hak yang diperkecil atau dikurangi jumlah 

ketentuannya. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil analisa dari hasil penelitian ini, maka peneliti 

dapat menyampaikan saran sebagai berikut :  

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus berada di 

pihak pekerja/buruh dan harus mementingkan hak-hak pekerja/buruh 

sehingga tidak tumpang tindih terhadap perkerja/buruh maupun pengusaha. 

2. Terkait pemutusan hubungan kerja Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 

harus direvisi kembali sehingga bisa menyeimbangkan hak pekerja/buruh 

yang di putus hubungan kerjanya. 
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